b e B JUrnal [Imu Pemerintahan
ISSN: 2477-2458
Homepage: e-journal.ip.fisip.unmul.ac.id doi:

Analisis Penggunaan Alokasi Dana Kampung dalam Pembangunan Kampung Pesayan
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Analysis Of The Use Of Village Fund Allocations in the Development Of Pesayan Village,
Sambaliung District, Berau Regency

Muhammad Fathrisal Hasbullah ', Anwar Alaydrus’, Melati Dama’

L23Tlmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT
Vol. 10, No. 03 This research was conducted in Berau District, located in Pesayan
Page: 87-93 Village, Sambaliung District. This type of research is descriptive
) qualitative. The research was carried out in several stages, namely field
Published: 2022
ublished. research using observation, interview and documentation methods as
KEYWORDS well as library research. Furthermore, the data obtained will be

analyzed descriptively qualitatively. This research is to find out the use
of Village Fund Allocations carried out by the Village Government in
the Development of Pesayan Village. The development of Pesayan
Village includes several stages, namely deliberations to take ideas that
are carried out by the local RT, then year-end deliberations on the
Government Work Plan (RKP) and the results of the proposals will be
included in the Village Expenditure Budget (APBK). The results of
research conducted in Pesayan Village that Village Fund Allocations for
physical development have only been realized for the construction of
village halls and pipelines; the remaining Village Fund Allocations are
focused on village government administration. Meanwhile, for non-
physical development, it is realized using Village Allocation Funds but
instead using Village Funds due to instructions from the District itself
but still based on regulations. For the supporting factors in carrying
out the development of Pesayan Village, namely the presence of Natural
Resources and also Human Resources, and for the inhibiting factors the
geographical conditions of Pesayan Village are widespread.
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INTRODUCTION
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa

mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

memiliki artian sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan juga mengurus
Sebagai  bukti
keberadaannya, Desa menjadi sebuah prioritas

urusan  pemerintahannya.
terdepan atau terpenting dalam menanggapi
kesuksesan dari segala setiap urusan program
pemerintah. Untuk melakukan peran dalam hal
mengatur  serta juga mengurus, desa
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014, “Pemerintahan Desa
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
87

oleh  pemerintah Desa dan

setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem  Pemerintahan = Negara  Kesatuan
Republik Indonesia™.
Untuk membantu mempercepat

pembangunan pedesaan, pemerintah kemudian
memberikan program bantuan Alokasi Dana
Desa (ADD). Pemberian bantuan dana ADD
diberikan stimulant  dan
perangsang bagi pertumbuhan pembangunan
desa. Alokasi Dana Desa adalah keuangan desa

sebagai dana

yang diperoleh langsung dari hasil bagi pajak
daerah dan bagian dari dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima
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kabupaten atau kota untuk desa yang dibagkan
secara proporsional.

Pembangunan Desa adalah  upaya
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat desa. Undang-undang No. 6 Tahun
2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan
desa adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia
serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan. ~ Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) menjadi ruang
publik yang berguna untuk menampung aspirasi
masyarakat terkait pembangunan kedepannya
yang telah disepakati karena musrenbang ini
menjadi wadah penyusunan dokumen rencana
pembangunan. Seperti yang kita ketahui
pengertian musrenbang itu sendiri adalah forum
antar pelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan ~ nasional ~ dan
pembangunan daerah.

Dengan melihat penjelasan diatas, maka
Kampung Pesayan merupakan Kampung
Berkembang atau Madya yang terletak di
Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur, yang dimana
kampung Pesayan ini juga melakukan kegiatan
musrenbang tiap tahunnya. Peraturan Kampung
Kepala Kampung Pesayan NOMOR : 14 tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan
Kampung ( RKP - Kampung ). Alokasi Dana
Kampung inilah yang dimaksudkan untuk

rencana

supaya meningkatkan efektifitas dan efesiensi
penyelesaian masalah yang berskala langsung
ataupun tidak langsung. Dengan Total ADK
Tahun. Berkenaan dengan penjelasan tersebut
terdapat suatu permasalahan yang menarik
untuk  diteliti  berkaitan dalam
penggunaan alokasi dana kampung dalam
pembangunan  kampung  pesayan =~ ADK
digunakan untuk apa saja dalam membangun

analisis

fisik maupun non fisik tersebut, sehingga
penelitian  ini sangat  penting
dilakukan yaitu dengan cara mencermati proses

nantinya

pembangunan kampung yang selama ini
dilaksanakan dan juga dikarenakan kampung
pesayan ini adalah kampung yang masih dalam
tahap berkembang.

THEORETICAL FRAMEWORK
Analisis

Menurut Sugiyono (2015:335) “Analisis
adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara
berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara
sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan
bagian, hubungan antar bagian, serta
hubungannya dengan keseluruhan”.

Menurut  Wiradi (Hadiyanto dan
Makanuddin, 2006) “analisis atau analisa adalah
aktifitas yang membuat sejumlah kegiatan
seperti mengurai, membedakan,
sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan
kembali kriteria tertentu kemudian dicari
maknanya dan ditafsir maknanya”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat
disimpulkan bahwa analisis ialah suatu kegiatan

memilah

yang bertujuan menguraikan temuan yang akan
diteliti atau diamati oleh peniliti dengan
menemukan bukti-bukti terhadap objek yang
akan diteliti.

Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati (Perbup) Berau No.84
Tahun 2019 Tentang pengalokasian dan
pembagian Alokasi Dana Desa tahun anggaran
2020 menjelaskan Alokasi Dana Desa (ADD)
merupakan “dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana
alokasi khusus (DAK).” Selanjutnya menurut
Hanif Nurcholis ( 2011:88 ) “Alokasi Dana Desa
(ADD) adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
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pelaksanaan pembangunan serta pelayanan
masyarakat”. Dengan memperhatikan beberapa
pendapat, Alokasi Dana Desa atau yang
disingkat ADD adalah Dana yang membiayai
pengelolaan sumber daya alam, perencanaan
yang ditetapkan pemerintah berdasarkan
undang-undang, serta pemberian delegasi untuk
membantu tugas pemerintah. Dana tersebut
yang dibagikan langsung oleh Kabupaten untuk
diberikan langsung kepada desa dari APBD
Kabupaten untuk memenuhi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, serta melayani
masyarakat desa.

Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, ada beberapa
tujuan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan
sebagai berikut:

a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan sosial.

b) Perencanaan serta penganggaran
pembangunan yang akan ditingkatkan
beserta dengan pemberdayaan masyrakatnya.

¢) Mengembangkan tingkat infrastruktur desa.

d) Meningkatkan sosial masyrakat melalui
peningkatan pengalaman nilai-nilai sosial
budaya dan keagamaan

e¢) Ketentraman dan ketertbah bagi masyarakat
desa.

f) Pelayanan masyarakat guna mengembangkan
kegiatan  sosial dan ekonomi pada
masyarakat.

g) Peningkatan keswadayaan dan gotong
royong.

h) Badan Usaha Milik Desa yang semakin
ditingkatkan guna menyokong pendapatan
Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau
Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengalokasian
dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun
Anggaran 2020 Pasal 7, tujuan Alokasi Dana
Kampung digunakan untuk membiayai :

(a) Penyelenggaran pemerintah kampung
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(b) Pelaksanaan pembangunan kampung
(c) Pembinaan kemasyarakatan kampung
(d) Pemberdayaan masyarakat kampung

Sesuai dengan maksud diatas, maka
tujuan Alokasi Dana Desa adalah meningkatkan
penyelenggaraan pemerintah
melaksanakan pelayanan pemerintah,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat agar
dapat menuntaskan kemiskinan serta dapat
memajukan perkembangan desa agar desa
menjadi mandiri yang mempunyai pemdapatan
asli desa yang didapat dari Badan Usaha Milik
Desa sendiri yang sangat membantu keuangan

dalam

desa.

Pembangunan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 pada pasal 1 ayat 8 adalah “ Pembanguna
desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan  kehidupan
kesejahteraan masyarakat desa .

Menurut Sanusi Bachrawi (2004 : 59)
mengatakan bahwa pembangunan desa adalah
“upaya yang nyata yang dilaksanakan disuatu
rangka pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik
maupun non fisik untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
desa”.

Menurut Muhi  (2011:4) dalam sebuah
Jurnal Fenomena pembangunan desa terdapat
dua aspek yang menjadi objek pembangunan
desa, meliputi:

untuk  sebesar-besarnya

desa dalam

a. Pembangunan perdesaan dalam aspek fisik,
yaitu pembangunan yang objek utamanya
dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan
manusia) seperti bangunan rumah, jembatan,
pendidikan, sarana ibadah, serta jalanan.

b. Pembangunan perdesaan dalam
pemberdayaan insani, adalah pembangunan

aspek

yang aspek utamanya pengembangan dan
peningkatn skill serta kemampuan dan
memberdayakan masyarakat desa itu sendiri
sebagai warga negara, seperti pelatihan,
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pembinaan usaha ekonomi,
kesehatan dan sebagainya.
Secara garis besar, pembangunan desa
adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh
desa yang merupakan kewajiban pemerintah
desa, sementara masyarakat desa harus ikut
berpartisipasi dalam hal pembangunan yang
mencangkup fisik dan pemberdayaan insani
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
desa.

pelatihan,

METHOD

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang
digunakan merupakan penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif yang digunakan
untuk mendapatkan data yang mendalam yang
mengandung makna yaitu data yang sebenarnya
di Kampung Pesayan (dilapangan). Adapun
sumber data yang digunakan adalah data primer
yaitu dengan melakukan observasi metode
pengamatan yang dilakukan secara sengaja,
sistematis mengenai fenomena sosial dengan
gejala-gejala  psikis, interview (wawancara)
kepada para staf dan tokoh masyarakat yang
melihat penggunaan alokasi dana kampung dan
data sekunder yaitu dengan berupa bukti,
catatan, atau laporan historis yang telah
tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang
dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan
oleh Kampung Pesayan. Teknik analisis data
dengan model interaktif yang dikembangkan
Millles dan Huberman dalam Sugiyono
(2007:49) yaitu. Data Reduction (reduksi
data), Data display (penyajian data), dan
Conclusing drawing/Verification Conclusing.

RESULT AND DISCUSSION
Analisis Penggunaan Alokasi Dana Kampung
Dalam Pembangunan Kampung Pesayan
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau
Penggunaan Alokasi Dana Kampung
terhadap pembangunan Kampung diawali
dengan sosialisasi pelaksanaan ADK dan
membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
yang ditetapkan oleh keputusan Kepala

Kampung  serta detail untuk
penggunaan ADK berdasarkan pada bidang-
bidang yang dibutuhkan. Kemudian setiap
kegiatan yang ditetapkan akan dituangkan
kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung (APBK). Penggunaan Alokasi Dana
Kampung (ADK) terlebih dahulu diadakan
musyawarah pengambilan gagasan oleh RT
setempat selanjutnya lanjut kemusyawarah
RKP kampung untuk menyetujui RKP kampung
pada tahun anggaran yang akan berlangsung.
Jika telah disetujui barulah RKP dimasukkan
kedalam APBK atau bisa berubah jika ada dana
tambahan.

Perubahan APBK akibat dana tambahan
atau Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) yakni
mengakibatkan adanya perubahan APBK, lebih
lanjut Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)
Tahun Anggaran 2020. Semula sebesar
Rp.2.898.086.633 bertambah Rp.4.12.041.000
sechingga menjadi Rp.3.310.127.633. sementara
itu Pembahasan penggunaan Alokasi Dana
Kampung (ADK) Tahun 2020 sebesar
Rp.1.452.443.000 bertambah Rp.412.041.000
sehingga menjadi Rp.1.864.484.000

Dari uraian diatas kita lihat rincian dana
dan bertambah dari penjabaran
perubahan APBK yang telah disepakati. Dan
Laporan Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Per SumberDana
Pemerintah Desa Pesayan Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut hasil realisasi ADK Tahun
Anggaran 2020 jumlah anggaran sebesar
Rp.1.864.484.000 dan yang terealisasikan dari
berbagai macam bidang pelaksana kampung
sebesar Rp.1.539.575.332. Dari anggaran ADK
masih  memiliki surplus anggaran sebesar
Rp.324.908.668 yang akan menjadi silpa tahun
berjalan.

rencana

mengenai

semula

Realisasi

Pembangunan Perkampungan dalam Aspek
Fisik

Pembangunan  aspek  fisik
memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yakni
pembangunan secara bertahap Balai Kampung

90
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yang masih berjalan dengan Anggaran
Rp.381.600.000 Realisasi Rp.153.524.500 dan
menyisakan SILPA sebesar Rp.228.075.500. dan
pembuatan jalur pipa pada RT.08 yang
menggunakan ~ dana  ADK  Anggaran
Rp.9.000.000 Rp.9.000.000.
Sedangkan yang telah tengah dibangun seperti
jalanan, jembatan ada terlaksanakan tetapi itu
menggunakan Dana Kampung yang bersumber
dari APBN. Pembangunan Kantor Balai
Kampung yang baru masih memiliki SILPA
berdasarkan tabel diatas pada sub bidang
pekerjaan

Realiasasi

umum dan penataan ruang
dikarenakan pengerjaanya diluar batas waktu
yang sudah diperkirakan. Pengerjaanya dimulai
bulan 11 akhir sedangkan tutup buku bulan 12,
jadi menyisakan anggaran atau SILPA pada sub
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Sedangkan pembuatan jalur pipa pada RT.08
pada sub bidang kawasan pemukiman tidak
memiliki SILPA dikarenakan pengerjaannya
selesai pada waktu yang telah ditentukan.
Selebihnya ADK diperuntukkan untuk
siltap, tunjangan, insentif, dan penyediaan
Operasional Kantor. Pembangunan aspek fisik
di Kampung Pesayan ini memerlukan anggaran
yang sangat besar karena Kampung Pesayan ini
masih dalam tahap kampung berkembang,
masih banyak jalan yang rusak yang belum
disemenisasi, serta belum adanya Badan Usaha
Milik Kampung (BUMK) yang bisa menambah
pendapatan Kampung. Seperti yang kita ketahui
penjelasan dari Kepala Kampung Pesayan
bahwa pembangunan fisik lebih menggunakan
dana kampung ketimbang ADK dikarenakan
Peraturan Bupati Berau Nomor 84 Tahun 2019
tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi
Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 Pasal 5
sebagai berikut :
(1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

termasuk Penghasilan Tetap (SilTap)

Aparat  Kampung, Tunjangan Aparat
Kampung, Tunjangan Badan
Permusyawaratan kampung dan Insentif
Ketua Rukun Tetangga.
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(2) Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat
Kampung, Tunjangan Badan
Permusyawaratan Kampung, dan Insentif
Ketua Rukun Tetangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
APBKampung dan dikelola langsung oleh
Kampung.

(3) Penyaluran Penghasilan Tetap (SilTap)
Aparat Kampung, Tunjangan Badan
Permusyawaratan Kampung, dan Insentif
Ketua Rukun Tetangga sebagaimana
dimaksud pada ayat(2) dipisahkan dari
penyaluran ADK wuntuk bidang dan
kegiatan lainnya.

Pembangunan Perkampungan dalam Aspek
Pemberdayaan Insasni
Pemberdayaan
mengasah  kemampuan
memberdayakan masyarakat seperti pembinaan
usaha-usaha, ekonomi dan sebagainya seperti
yang dijelaskan oleh Muhi (2011:4). Dalam
pengembangan skil serta kemampuan dan
memberdayakan =~ masyarakat
Kampung Pesayan sendiri telah melaksanakan
Pemberdayaan Insani seperti yang tercantum
pada Perbup Berau Nomor 84 Tahun 2019
Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi
Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 Pasal 7
ayat (d) pemberdayaan masyarakat kampung.
pada faktanya pemberdayaan insani tidak

untuk
masyarakat ~ dan

insani  guna

Pemerintah

direalisasikan sesuai perbup, namun hal ini
dapat diwajarkan dan diperbolehkan karena
adanya pedoman penginputan pada siskeudes
dan juga intruksi kecamatan yang pasti
berdasarkan regulasi dari pihak kecamatan dan
juga dikarenakan dana ADK tidak mencukupi
untuk  mencangkup  pemberdayaan  dan
pendanaan untuk pemberdayaan itu sendiri.
Kesimpulannya bidang Pemberdayaan Insani
lebih difokuskan terhadap APBN atau dana
kampung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupaati Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
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Rincian Dana Kampung Setiap kampung Tahun
Anggaran 2020 Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi :
(1) Dana Kampung diprioritaskan untuk
membiayai program dan kegiatan yang
bersifat lintas bidang di bidang :
a. Pembangunan Kampung; dan
b. Pemberdayaan Masyarakat

Faktor Pendukung dan Penghambat
Kampung Pesayan dalam melaksanakan
Alokasi Dana Kampung untuk Pembangunan
Kampung Pesayan Kabupaten Berau

Faktor pendukung yang ditemui dalam
penggunaan ADK ini pemerintah kampung
tidak perlu menyediakan air bersih karena
sumber daya alam kampung ini yang telah
menyediakan sumber air bersih sehingga tidak
perlu menganggarkan pengadaan sumber air
bersih yang memakan dana cukup besar.
Disamping itu masyarakat juga antusias
membantu jalannya pembangunan kampung
karena tali persaudaraan kampung yang masih
sangat kental dan memiliki jiwa gotong royong
dalam melaksanakan pembangunan kampung,
dengan sinergi pemerintah kampung dan
masyarakat membuat  pembangunan  di
kampung Pesayan semakin lebih efektif dan
efesien.

Sementara Faktor Penghambatnya adalah
dengan kondisi geografis kampung yang sangat
tersebar luas dan tingkat penduduk yang masih
terpencar mengakibatkan sarana prasarana yang
harus ada disetiap wilayah pemukiman warga
kampung Pesayan, seperti harus adanya masjid,
Gereja, TPA, dan TK yang mengharuskan
tersedia disetiap pemukiman warga dan
kampung Pesayan memiliki sarana ibadah dan
pendidikan yang terjumlah banyak yaitu masjid
yang berjumlah 4, gereja 3, dan TPA yang
berjumlah 7 mengakibatkan siltap di kampung
Pesayan teramat tinggi.

KESIMPULAN
1. Dalam penggunaan Alokasi Dana Kampung
(ADK) terhadap pembangunan Kampung

awalmya diadakannya terlebih dahulu
musyawarah pengambilan gagasan oleh RT
setempat untuk mengambil gagasan atau
usulan dari masyarakat yang akan
disampaikan oleh RT atau Tokoh
Masyarakat pada musyawarah RKP
kampung untuk menyetujui RKP kampung
pada tahun anggaran yang akan
berlangsung. Jika telah disetujui barulah
RKP dimasukkan kedalam APBK. Tetapi
dikarenakan kebijakan Bupati Berau dana
bertambah sehingga terjadilah perubahan
APBK dari awal mula ADK sebesar
Rp.1.452.443.000 dan bertambah
Rp.412.041.000 sehingga menjadi
Rp.1.864.484.000 dan telah disepakati oleh
pemerintah kampung, dari APBK tersebut
terdapat hasil realisasi ADK jumlah
anggaran sebesar Rp.1.864.484.000 dan yang
terealisasikan dari berbagai macam bidang
pelaksana kampung sebesar
Rp.1.539.575.332. Dari anggaran ADK masih
memiliki  surplus  anggaran  sebesar
Rp.324.908.668 yang akan menjadi silpa
tahun berjalan.

. Dalam pembangunan aspek fisik telah

memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini
yang telah terbangun dan tengah dibangun
seperti jalanan, jembatan ada terlaksanakan
tetapi pembangunan tersebut menggunakan
Dana Kampung yang bersumber dari APBN.
ADK sendiri yakni digunakan untuk
pembuatan Kantor Balai Kampung Pesayan
yang tengah dibangun dengan menggunakan
dana ADK secara bertahap. ADK justru lebih
diperuntukkan untuk
siltap,tunjangan,insentif, dan penyediaan
Operasional Kantor. Pembangunan aspek
fisik di Kampung Pesayan ini memerlukan
anggaran yang sangat besar dan ADK
kampung Pesayan tidak cukup untuk
membiayai Pembangunan dengan jumlah
anggaran yang tinggi karena Kampung
Pesayan ini masih dalam tahap kampung
berkembang, masih banyak jalan yang rusak

92
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yang belum disemenisasi, serta belum
adanya Badan Usaha Milik Kampung
(BUMK) yang bisa menambah Pendapatan
Asli Kampung (PAK).

Pemberdayaan insani di Kampung Pesayan
ini tidak direalisasikan sesuai perbup,
namun hal ini dapat diwajarkan karena
adanya pedoman penginputan pada
siskeudes dan juga intruksi dari pihak
kecamatan dan dikarenakan dana ADK
tidak mencukupi untuk mencangkup
bidang pemberdayaan dan untuk pendanaan
pemberdayaan itu sendiri lebih difokuskan
ke APBN atau dana kampung tidak sefokus
yang ada diADK. Belum lagi diperparah
dengan adanya masa pandemic faktor covid-
19  yang mengakibatkan ADK cukup
terbatas karena adanya bantuan langsung
tunai (BLT) untuk masyarakat kampung
Pesayan.

Dalam Pembangunan kampung pasti
terdapat faktor pendukung dan juga faktor
penghambat, untuk faktor pendukung yang
ditemui adanya SDA dan SDM yang
membantu dalam pembangunan kampung
ini pemerintah kampung tidak perlu
menyediakan air bersih karena sumber daya
alam kampung ini yang telah menyediakan
sumber air bersih sechingga tidak perlu
menganggarkan pengadaan sumber air
bersih yang memakan dana cukup besar dan
adanya sumber daya manusia yang dapat
mengelola sumber air bersih tersebut untuk
masyarakat. Disamping itu masyarakat juga
antusias membantu jalannya pembangunan
kampung karena tali persaudaraan kampung
yang masih sangata kental dan memiliki jiwa
gotong
pembangunan kampung, Sementara untuk
faktor penghambat pembangunan kampung
Pesayan  dengan pemerintah
kampung bersama masyarakat dikarenakan
kondisi geografis kampung yang sangat
tersebar luas dan tingkat penduduk yang
masih terpencar mengakibatkan sarana

royong dalam  melaksanakan

sinergi

prasarana yang harus ada disetiap wilayah
pemukiman warga, kampung Pesayan
memiliki sarana ibadah dan pendidikan yang
terjumlah banyak mengakibatkan siltap di
kampung Pesayan teramat tinggi sehingga

pembangunan.
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